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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikumWr.Wb. 
  هـلا  ىلعو , نيلسرملاو  ءايــبنلأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  نيـملاعلا بر لله دمحلا
دـعب اما .نيعمجا  هبحصو 
Segala puji kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta 
salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah 
membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya 
dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang 
panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.  
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 
untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan 
ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur 
Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul 
“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi terhadap Pornografi 
di Media Sosial”. Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan 
dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun 
materil. Karena itu, kemudian penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan 
teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya 
kepada kedua orang tua peneliti yang selalu mendoakan, Ayahanda Syamsuddin  dan 
Ibunda Mariani. Keduanya  yang sampai saat ini masih berada disampingku dengan 
susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak 
henti- hentinya. Dan kepada Almarhumah Nenek tersayang, yang sudah merawat 
 
 
v 
 
selagi saya masih kecil dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau. Kakanda Nur 
Inayah S.EI yang ikut membiayai kuliah mulai pertama pendaftaran di UINAM 
sampai sekarang, Adinda Muslaedi yang selalu memberikan semangat. Seluruh 
keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materil 
serta do’a restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai. 
Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :  
1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya. 
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsudin, M.Ag., selaku dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Serta para wakil dekan beserta seluruh stafnya. 
3. Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. selaku ketua dan Dr. Achmad Musyahid, 
M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta 
stafnya atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Dr. Darsul Puyu, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dr. Abdul Wahid 
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7. Seluruh  Teman-teman mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan 
Hukum Angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 
yang setia membantu dalam suka dan duka. 
8. Terima Kasih kepada semua teman- teman KKNP UIN Angkatan ke VI 
Desa Bontomanai, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa yang senantiasa 
menemani dan melewati suka duka bersama-sama. 
9. Dan kepada teman-teman, sahabat, Senior, junior di Fakultas Syariah dan 
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kepada kalian diucapkan banyak terima kasih. 
Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa 
ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena 
sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan 
penghargaan dan kehormatan bagi peneliti. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, 
peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
terutama bagi peneliti sendiri. 
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TRANSLITERASI 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
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ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء   an  t rl tak  i awal kata m n ikuti vokaln a tanpa 
 i  ri tan a apa pun   ika ia t rl tak  i t n a  atau  i ak ir  maka  itulis 
  n an tan a        
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a A 
َ ا Kasrah i I 
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َ ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥa   an    
 
 ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥa   an ali  atau    
 
   a dan garis di atas 
ي Kasra   an    ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي :  amūtu 
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4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ mar ūṭah ada dua yaitu: tā’ mar ūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ mar ūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ mar ūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ mar ūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭ  l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-ma īna  al-  ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭ  l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
S a  a  atau tas  ī   an   alam sist m tulisan Ara   ilam an kan 
  n an s  ua  tan a tas  ī    ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : ra  an  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „ uwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ    maka ia  itranslit rasi s p rti  uru  ma  a  m nja i ī  
Contoh: 
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يهع : „Ali   ukan „Ali   atau „Al   
يبرع : „Ara ī   ukan „Ara i   atau „Ara    
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا (alif lam ma‟ari a    Dalam p  oman translit rasi ini  kata san an  
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al-  il  u 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostro    „    an a   rlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : s ai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an   ari al-Qur‟ n   Al am ulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-ta wīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Alla ”  an   i a ului partik l s p rti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilai    rasa nominal    itranslit rasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد     īnull    الله اب   ill   
Adapun tā’ mar ūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal la    itranslit rasi dengan huruf (t).contoh:  
 مهههنا ةمحر يف   um  ī raḥmatill   
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
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nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥamma un ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī  i  akkata mu  rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
A ū Naṣr al-Far  ī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
A ū   apak  ari  s  a ai nama k  ua t rak irn a  maka k  ua nama t rak ir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
A ū al-Walī  Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
A ū al-Walī  Muḥamma    ukan: Rus    A ū al-Walī  Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mi  A ū Zaī    itulis m nja i: A ū Zaī   Naṣr Ḥ mid (bukan: 
Zaī   Naṣr Ḥ mi  A ū . 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ na ū wa ta‟ l  
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saw.  : ṣallall  u „alai i wa sallam 
a.s.  : „alai i al-sal m 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqara /2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
NAMA        : Ismawati 
NIM          : 10400112018 
JUDUL      : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang pornografi terhadap       
Pornografi di Media Sosial 
Pokok permasalahan penelitian adalah, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam 
dan Undang-Undang pornografi terhadap Pornografi di Media Sosial. Pokok masalah 
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana 
hakikat dan bentuk-bentuk pornografi di media sosial ? 2) Bagaimana dampak 
tayangan pornografi dikalangan masyarakat ? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam 
dan Undang-Undang pornografi terhadap pornografi ? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan syar’i, yuridis dan sosiologis. Dalam mengumpulkan data, penulis 
menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian 
yaitu penelitian perpustakaan (library research). Data-data yang dibutuhkan adalah 
dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui 
penelusuran terhadap buku-buku literatur, media internet dan lain-lain, baik yang 
bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum 
Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, 
foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Melihat dari definisi tersebut, maka 
Pornografi mengandung beberapa bentuk  yakni : berbentuk Gambar, sketsa, ilustrasi, 
foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergrak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh 
dan bentuk-bentuk lainnya yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, 
bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu, yang melanggar norma 
kesusilaan dalam masyarakat. 2) Tayangan pornografi di media sosial yang mudah 
diakses dan terus-menerus diakses dan ditonton oleh seseorang akan berdampak pada 
maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan dan berbagai dampak 
buruk lainnya. 3) Dalam tinjauan hukum Islam pornografi secara tegas dilarang dan 
merupakan perbuatan yang haram. Hal ini dapat dilihat pada QS. al-Nur/24:30-31 
yang menekankan dua pokok yaitu penehanan pandangan dan menjaga organ seksual. 
Demikian pula QS. al-Isra’/17:32 tentang larangan mendekati zina, serta hukuman 
bagi pelaku zina QS. an-Nur/24:2. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan 
perbuatan zina, dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena 
kejahatan pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam 
hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-
hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Seperti apa yang telah 
 
 
xviii 
 
ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12. Dengan demikian, 
kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi 
adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhinya. Pornografi itu telah 
tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan 
berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah diharapkan agar pemerintah jeli 
terhadap tindak pidana pornografi, karena perbuatan tersebut mengacu pada norma-
norma kesusilaan. Untuk itu, pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil 
keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi. 
Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah 
berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi sangat meresahkan 
masyarakat. di samping itu, pengawasan orang tua kepada anaknya perlu 
ditingkatkan, terutama dalam hal pendidikan keagamaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahklak mulia, kepribadian luhur bangsa, 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat 
martabat manusia setiap warga Negara.
1
  
Prinsip negara hukum dilihat dari aspek pelaksanaan hukum mengandung arti, 
segala tindakan pemerintah dan tindakan masyarakat harus selalu sesuai dengan 
hukum yang berlaku. Apabila perilaku atau tindakan masyarakat tersebut 
menyimpang atau tidak sehaluan dengan hukum, maka ia bertentangan dengan 
hukum. Dengan demikian, di dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan 
pemerintah harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik. 
Saat ini, media sosial telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. 
Masyarakat yang tak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial antara negara yang 
dahulu ditetapkan. Masyarakat baru dengan kebebasan beraktivitas dan berkreasi 
yang paling sempurna. Namun, di balik kegemerlapan itu, media sosial juga 
melahirkan keresahan-keresahan baru, di antaranya muncul perkembangan 
penyebaran pornografi dengan situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang 
sangat menggoda, yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian 
bangsa dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan 
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Lihat Neng Djubaedah,  Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam (Cet.III; 
Jakarta: Kencana, 2009), h. 345. 
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tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi ditengah 
masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila.
2
 
Pada awalnya ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu 
pula media massa dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini, 
semua bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan 
objek seks disebut dengan kata porno. Kemudian ketika ide-ide porno itu sudah dapat 
dilukis atau diukir pada lembaran-lembaran kertas atau kanvas dan terutama ketika 
penemuan mesin cetak di abad ke-14, sehingga masyarakat telah dapat memproduksi 
hasil-hasil cetakan termasuk gambar-gambar porno, maka istilah pornografi menjadi 
sangat sering digunakan untuk menandai gambar-gambar porno sampai saat ini. 
Pornografi sudah banyak kita kenal, bahkan konsep pornografi ini paling umum 
dikenali, karena sifatnya yang mudah dikenal mudah ditampilkan, dan mudah 
dicerna.
3
  
Kata pornografi  pada dasarnya merupakan sebuah terminologi yang baru 
muncul di abad modern. Namun, makna yang dikandung oleh pornografi tersebut 
sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat luas, bahkan semenjak pertama kali Islam 
diturunkan sebagai pedoman hidup umat manusia. Kata pornografi menurut asal 
katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne yang berarti pelacur dan graphein 
yang berarti yang berarti ungkapan.
4
 Selain itu, kata pornografi juga dapat diartikan 
dengan gambar pelacur. Dengan demikian, secara sederhana pornografi dapat 
diartikan sebagai gambar yang memuat tentang pelacuran atau suatu perkataan atau 
tulisan yang memuat tentang pelacuran. 
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LihatHeriFitrianto,“proposal-pornografi”,Blog Heri Fitrianto, http://dokumenheri.blogspot. 
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Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, 
lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau 
cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Mesum, cabul atau tidak 
senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa 
asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas.
5
 Jadi penekanan yang ada 
dalam pengertian ini adalah maksud atau tujuan dari penggambaran tersebut, yakni 
hendak membangkitkan nafsu birahi seks. 
Pengertian pornografi di atas sesungguhnya bukanlah pengertian yang bersifat 
absolut dan universal. Sebab, dalam dimensi kehidupan sosial kemasyarakatan, kata 
pornografi diartikan berbeda oleh hampir setiap kelompok sosial. Hal ini karena 
dipengaruhi oleh berbagai macam cara pandang, misalnya perbedaan budaya 
seseorang akan berakibat terhadap pemaknaan yang berbeda terhadap pornografi, 
demikian juga perbedaan agama. 
Pornografi sebagai sesuatu yang dianggap lumrah dalam budaya barat, di 
tengah-tengah budaya Timur, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar 
norma. Sehingga tindakan pornografi di anggap sebagai sebuah tindak pidana. 
Namun demikian, pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum positif di 
Indonesia memiliki perbedaan dengan pandangan Islam. Perbedaan itu menyangkut 
masalah batasan (kapan sesuatu dianggap pornografi).  
Sedangkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008, Pornografi adalah 
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
                                                             
5
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komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
6
 
Jika dicermati redaksi pasal tersebut, sesungguhnya telah menjelaskan 
rumusan yang cukup sempurna tentang tindak pidana pornografi. Namun, yang 
menjadi masalah adalah sebuah tindakan akan di anggap sebagai sebuah tindakan 
pornografi jika tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini 
berarti bahwa meskipun sebuah tindakan objektif merupakan sebuah tindakan 
pornografi, namun jika tindakan tersebut tidak bertentangan dengan norma kesusilaan 
dimana tindakan tersebut terjadi, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindakan 
pornografi. Misalkan sebuah media massa di Papua yang berisi tentang foto seorang 
wanita yang memakai pakaian koteka (adat Papua), maka gambar tersebut tidak dapat 
dikatakan sebagai pornografi, karena tidak bertentangan dengan norma kesusilaan 
yang ada di daerah papua. 
Hal tersebut di ataslah yang membedakan antara pornografi dalam tinjauan 
hukum Islam dan hukum positif  dalam Undang-Undang no. 44  tahun 2008 tentang 
pornografi. Dalam pandangan hukum Islam, hukum agama (dalam artian Syariat) 
merupakan hukum Allah yang bersifat Absolut, berlaku universal dan tidak dibatasi 
oleh dimensi ruang dan waktu. Sehingga hukum Islam yang diberlakukan di suatu 
tempat akan sama dengan hukum Islam yang diberlakukan di tempat lain dan dalam 
waktu yang berbeda. 
Tentu saja tidak seluruh isi internet dapat bermanfaat. Dengan demikian, 
masyarakat hendaknya pandai-pandai menggunakannya karena sifat internet 
cenderung bebas tanpa dikontrol atau dikuasai oleh pihak manapun. Oleh karena itu, 
ada saja materi atau isi yang bersifat negatif di internet yang dikirim/terkirim melalui 
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media sosial yang dapat di akses lewat internet,
7
 dimanapun dan kapanpun tanpa 
biaya dan alat-alat yang mahal dan bisa dilakukan sendiri tanpa karyawan. 
Masalah pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak 
negatifnya pun semakin nyata, di antaranya, sering terjadi perzinaan, perkosaan, dan 
bahkan pembunuhan. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak 
hanya  perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak 
laki-laki maupun anak perempuan. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang 
tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan 
korban di antaranya pelaku yang masih  mempunyai hubungan darah, atau hubungan 
semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja, atau hubungan tetangga, 
atau hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik 
guru di sekolah-sekolah formal maupun guru mengaji atau guru agama. Bahkan, para 
korban pornografi dan pornoaksi tidak hanya orang yang masih hidup, orang yang 
sudah meninggal pun dijadikan korban perkosaan, sebagai tempat pelampiasan hawa 
nafsu birahi yan ditimbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui 
film-film, VCD-VCD, tayangan-tayangan, gambar-gambar atau tulisan-tulisan, atau 
lain-lainnya yang dilihatnya, atau didengarnya, atau dibacanya, atau disentuhnya 
benda-benda pornografi atau pelaku pornoaksi.
8
 
Pornografi dikhawatirkan akan mengganggu anak-anak atau remaja sehingga 
mengalami gangguan fsikis dan kekacauan dalam perilaku bila mereka mengalami 
pelecehan seksual. Pornografi cenderung akan dipakai oleh para remaja sebagai 
pegangan perilaku seksual.
9
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Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah 
satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan 
perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan pornografi merupakan 
perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun 
masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan 
diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat 
nyata dan memprihatinkan dimana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, 
pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan 
pembunuhan yang sudah banyak dirasakan masyarakat. Dalam hukum Islam, sejak 
abad ketujuh masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, 
karena teramat jelas pula kemudaratannya.
10
 
Pornografi di media sosial merupakan masalah sosial, budaya,  moral dan 
Agama. Allah telah mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan  
sesat  yang mengarah ke sana.
11
  Allah berfirman dalam QS. al-Israa’/17:32.  
                   
Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
12
 
Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina 
diterangkan dengan jelas di dalam QS. An-Nur/24:2. 
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                            
                         
          
Terjemahnya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
13
 
Sungguh memang sangat memprihatinkan kehidupan saat ini, karena segala 
sesuatu yang akan memperdekat zina terbuka di mana-mana. Film-film cabul, 
majalah dan buku-buku porno dan akhir-akhir ini kebebasan bergaul itu sudah lebih 
menyolok lagi.  
Menonton film porno khususnya pemuda-pemudi yang belum bersuami dan 
beristri, hanya untuk kesenangan dan memuaskan keinginan terpendam, bila 
membawanya kepada upaya mencari hal haram seperti berhubungan badan dengan 
orang yang tidak halal baginya, maka haram hukumnya.  
Para ulama telah mengharamkan memandang dengan shahwat kepada segala 
benda, meskipun itu hanya sebuah gambar atau patung. Hal itu untuk menjaga agar 
tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram.
14
 
Sedangkan penjelasan umum UU No. 44 Tahun 2008 bahwa, pengaturan 
pornografi meliputi: 
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1. Pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi. 
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi. 
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan pengguanaan pornografi, 
termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. 
Undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari 
pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang 
disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan serta 
memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di 
samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang 
dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian 
hukuman tambahan.
15
 
Konvergensi media telah mengubah komunikasi, pada saat layanan baru yang 
semakin dapat dicapai, maka semuanya itu telah mengubah cara kita hidup dan 
bekerja, mengubah persepsi, keyakinan, dan lembaga-lembaga kita. Penting skali kita 
memahami semua dampak ini untuk mengembangkan sumber daya elektronika kita 
untuk kepentingan masyarakat.
16
 
Pentingnya sebuah pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang 
kontenporer merupakan suatu keharusan. Karena sampai sekarang belum ada sebuah 
solusi atau formula untuk mengetahui batasan-batasan dan penyelesaian dalam 
pornografi. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah pokok 
pembahasan yaitu, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang    
Pornografi  terhadap Pornografi di Media sosial.       
Agar pembahasan skripsi ini terfokus pada permasalahan maka penulis 
merumuskan beberapa masalah yang perlu mendapat pembahasan dan pemecahan  
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana hakikat dan bentuk-bentuk pornografi di media sosial ? 
2. Bagaimana dampak tayangan pornografi dikalangan masyarakat ? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang pornografi terhadap 
pornografi ? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Defenisi Operasional 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang judul ini, maka perlu 
dijelaskan beberapa istilah dengan memperhatikan variabel-variabel yang di cakup,  
sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Adapun judul dalam penelitian ini adalah 
“Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang pornografi terhadap pornografi di media 
sosial’’. Oleh karena itu, perlu dijelaskan beberapa istilah di bawah ini yaitu : 
Kata “tinjauan” adalah “pandangan”17 yang dimaksud peneliti disini adalah 
pandangan hukum Islam dan Undang-Undang terhadap pornografi di media sosial.  
Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam 
yang biasa disepadangkan dengan istilah “syariat” dan “fiqih” 18 
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Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh 
pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan 
Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara 
(presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.
19
 
Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secarah erotis dan lukisan atau 
tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja 
dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.
20
 
Secara garis besar media sosial (medsos) atau dengan istilah populer sekarang 
sosial media (sosmed) serta dalam bahasa inggris disebut social media adalah sebuah 
media on line, di mana para penggunanya (user) melalui aplikasi berbasis internet 
dapat berbagi, berpartisipasi dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, 
jejaring sosial, dan dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian 
canggih.
21
 
Dari beberapa istilah yang dikemukakan tersebut, maka pengertian 
operasional  yang dimaksud pada judul ini adalah pandangan hukum Islam  dan 
Undang-Undang pornografi yang marak tayang di media sosial, sehingga 
mempengaruhi kehidupan sosial yang merajalela di media sosial. 
 
 
 
                                                             
19
Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet,III; 
Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1245. 
20
Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  
(Cet.1; Jakarta: 2008),  h.1094. 
21
Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk 
KementrianPerdaganganRI,(Cet,1;PusatHubunganMasyarakat:Jakarta,2014).https://www.facebook.co
m/pages/Kementerian-perdagangan/608925165792115/analytics.google.com.pdf (25 maret 20016). 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut : 
a. Hakikat dan bentuk-bentuk pornografi di media sosial. 
b. Dampak tayangan pornografi dikalangan masyarakat. 
c. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang pornografi terhadap 
pornografi. 
D. Kajian Pustaka 
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa buku yang menjadi 
rujukan utama sebagai bahan perbandingan. 
1. Neng Djubaedah, dimana didalam bukunya terdapat penjelasan mengenai 
Pornografi dan Pornoaksi di Tinjau dari Hukum Islam. Buku ini membahas 
tentang hubungan pornografi dan pornoaksi dengan tujuan hukum Islam. Selain 
itu, buku tersebut juga menganalisis tindak pidana pornografi dan pornoaksi yang 
terdapat dalam KUHP dan RUU-KUHP ditinjau dari hukum Islam. Jadi hukum 
Islam dalam buku ini hanya menjadi pisau analisis dalam menilai pornografi dan 
pornoaksi dalam KUHP dan RUU-KUHP. 
2. Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, pengaturan Undang-
Undang ini meliputi (1) pelanggaran dan pembatasan pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari 
pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan 
penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahannya. 
3. Haryatmoko, dalam bukunya yang berjudul: Etika Komunikasi Manipulasi 
Media, Kekerasan, Dan Pornografi, buku ini membahas mengenai etika 
komunikasi, kekerasan serta pornografi didalam media komunikasi. 
12 
 
  
4. Hamzah Hasan, dalam bukunya berjudul Kejahatan Kesusilaan Perspektif 
Hukum Pidana Islam. Buku ini membahas tentang tindak kejahatan kesusilaan 
perspektif hukum Islam, yang berkaitan dengan munculnya berbagai 
problematika yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat dan gejala-gejala 
yang terjadi sekarang ini. Hukum Islam menunjukkan eksistensinya di tengah-
tengah ummat.    
5. Syeikh Athiyyah Shaqr, Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja, di dalam 
buku ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pentanyaan yang berkecamuk 
dalam fikiran para pemuda saat ini. 
Dari sejumlah buku yang telah penulis teliti, peneliti belum mendapatkan satu 
judul buku yang membahas secara khusus mengenai tinjauan hukum Islam dan 
undang-undang pornografi terhadap pornografi di media sosial. 
E.  Metode Penelitian 
Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini 
merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satu metode 
berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di samping itu 
metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal.
22
 
Adapun dalam skripsi peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku 
perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian 
yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam 
                                                             
22
Lihat Anton Bakker. Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),  h.10. 
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literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.
23
 Sedangkan 
deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. 
Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan 
akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh  sebuah data atau 
kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas. 
2. Metode Pendekatan 
Dalam menemukan jawaban, maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai 
berikut: 
a. Pendekatan Syar’i 
Pendekatan Syari’i adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengutip teks-
teks Al-qur’an dan hadits serta ijtihad para ulama yang menjelaskan hukum-hukum 
yang berhubungan dengan pornografi. Seperti QS. al-Isra’ 17/32 dan QS. an-Nur 
24/30. 
b. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan 
beberapa data yang memuat tinjauan hukum, terutama Hukum Islam,
24
 dan Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 
c. Pendekatan Sosiologis 
Pendekatan sosiologis adalah peneliti menggunakan logika-logika dan teori 
sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomna sosial 
keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.
25
 
                                                             
23
Lihat Masyuri dkk. Metodologi Penelitian (Bandung: Rafika Aditama, 2008),  h.50. 
24
Lihat Abd. Kadir Ahmad., Teknik Pengumpulan dan Analisis Data, Makalah yang disajikan  
pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin (Makassar: t.p., 2012) h.8. 
25
Lihat U. Maman, Metode Penelitian Agama: Teori dan Praktik, Ed.1 (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2006), h. 127-128. 
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3. Pengumpulan Data  
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke 
dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan 
bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang 
diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik 
yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.
26
 
a. Sumber Primer 
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang 
langsung memberikan data kepada pengumpul data.
27
Yaitu beberapa kitab-kitab 
hukum yang membahas hukum Islam dan undang-Undang pornografi, serta data-data 
pornografi di media sosial. 
b. Sumber Sekunder 
Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 
misalnya melalui orang lain ataupun dokumen.
28
Seperti buku-buku yang membahas 
tentang pornografi, media internet dan lain-lain. 
4. Metode Penulisan Data 
Dalam metode pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan 
yaitu: 
a. Kutipan Langsung, Yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah. 
                                                             
26
Lihat Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2006) h.129. 
27
Lihat Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D  (Bandung: Alfabeta. 2006) 
h.253. 
28
Lihat Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D ,  h.254. 
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b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara 
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru. 
           Adapun tehnik pengolahan data yang akan digunakan yaitu: 
1) Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan antara beberapa 
data. 
2) Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
3) Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat umum lalu menarik kesimpulan.
29
 
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan  
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 
a. Mengetahui  hakikat pornografi di media sosial. 
b. Mengetahui bentuk-bentuk pornografi di media sosial. 
c.  Mengetahui  dampak negatif  pornografi dikalangan masyarakat. 
d. Mengetahui  pandangan hukum Islam dan undang-undang pornografi 
terhadap pornografi di media sosial. 
2. Kegunaan  
a. Kegunaan teoritis 
Secara teoritas penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam pornografi 
di media sosial, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis 
                                                             
29
Lihat Abd. Kadir Ahmad,  Teknik Pengumpulan dan Analisis Data, Makalah yang disajikan  
pada Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin,  h.8. 
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dan serius lagi mengenai bebagai permasalahan dasar  hukum dan dampak dari 
pornografi. 
b. Kegunaan praktis 
1. Supaya bermanfaat  bagi  masyarakat terhadap pandangan hukum Islam dan 
Undang-Undang pornografi terhadap pornografi di media sosial. 
2. Untuk mengetahui hubungan perkembangan media sosial terhadap pornografi 
3. Agar masyarakat dapat menapis penggunaan media sosial agar tidak 
berdampak kepada pornografi. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI 
A. Pengertian Pornografi 
Hampir semua negara, termasuk Amerika Serikat yang dianggap liberal 
sekalipun, juga melarang penyebaran pornografi. Pada umumnya belum ada kriteria 
yang jelas kapan suatu produk dikategorikan sebagai porno dan kapan dikategorikan 
tidak porno. Kriteria “dapat merangsang gairah seksual orang lain” yang selama ini 
dipakai sebagai patokan memang sangat relatif. Secara umum pengertian pornografi 
dan pornoaksi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut: 
Pertama, Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal perkotaan dan pedesaan, 
Kedua, Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut, dan Ketiga, pembagian 
penduduk berdasarkan masyarakat adat yang berada antara satu dan lainnya.
1
 
Istilah atau kata pornografi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, 
yakni porne yang artinya pelacur dan graphein yang artinya ungkapan.
2
 Jadi 
berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur Atau yang merujuk 
kepada segala karya, baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang 
menggambarkan pelacur. Sedangkan istilah porno bisa mencakup baik tulisan, 
gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat cabul.
3
 
                                                             
1
Lihat https://istibsyaroh.files.wordpress.com/2008/02/buku-pornografi. Menimbang Hukum 
pornografi, pornoaksi dan  Aborsi dalam Perspektif Islam. Pdf. h. 8.  
2
Lihat Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (Cet.III; 
Jakarta: Kencana, 2009), h. 144. 
3
Lihat Tjipta Lesmana, Pornografi Dalam Media massa, (Cet. 1; Jakarta: Puspa Swara, 1995), 
h. 70. 
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Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu ke waktu juga 
mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara 
bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan sosial atau bahkan dipengaruhi 
oleh pergeseran cara pandang masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata 
pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dan lukisan 
atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan 
sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi.
4
 Jadi, jika 
dicermati makna pornografi yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia, 
menekankan adanya maksud untuk membangkitkan birahi. Olehnya itu, suatu 
penggambaran bagaimanapun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi 
jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi. 
Berbeda dengan makna pornografi yang dikemukakan di atas, dalam 
perspektif hukum pornografi memiliki makna tersendiri. Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi menjelaskan pengertian pornografi 
sebagai berikut: 
“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk 
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai 
bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat 
membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan 
masyarakat”.  
Webster’s New World Dictionary, merumuskan pornografi sebagai, (1) 
Writings, pictures, ets, intended primarily to arouse sexual desire, (2) The production 
                                                             
4
Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  
(Cet.1; Jakarta: 2008),  h.1094. 
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of such writings, pictures, etc. Kalau dilihat rumusan ini, letak kekuatan pornografi 
adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka 
yang menatap, mendengar dan menikmatinya.
5
 
Dr. H.B. Jassin, kritikus sastra beken yang pada tahun 1994 memperoleh 
anugerah Bintang Maha Putera dari Pemerintah, berpendapat bahwa pornografi 
adalah setiap hasil tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud 
sengaja untuk merangsang seksual. Sifat dari pornografi menurut Jassin, adalah yang 
membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan kekelaminan yang menyebabkan 
syahwat berkobar-kobar. Meskipun demikian, untuk menilai apakah suatu karya 
tulisan atau gambar termasuk porno atau tidak, menurut Jassin, kita harus membaca 
atau melihatnya secara keseluruhan. 
6
 
Sementara itu, menurut Abu al-Ghifari, pornografi adalah tulisan, gambar, 
lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh tertentu 
secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.
7
 Mencermati 
pandangan al-Ghifari ini, pada dasarnya pornografi diartikan sebagai penggambaran 
atau gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar melalui instrumen media massa, 
elektronik maupun media sosial dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis. Jadi, 
maksud atau tujuan penggambaran tersebut senantiasa menjadi barometer dalam 
menentukan sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai pornografi. 
Dari penjelasan pengertian pornografi yang dikemukakan di atas, maka 
dapatlah ditarik kesimpulan tentang pengertian pornografi, yakni suatu pertunjukan 
yang memuat pencabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 
                                                             
5
Lihat Syarifah, Kebertubuhan Perempuan dalam Pornografi, Edisi, 6 (Jakarta: Yayasan Kota 
Kita, 2006), h. 21. 
6
Lihat Tjipta Lesmana, Pornografi Dalam Media massa, h. 75. 
7
Lihat http://Adi Arifin.Islam.com//?p.pornografi. (17 Januari 2016). 
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dalam masyarakat dengan melalui media elektronik, baik berupa gambar, sketsa, 
ilutrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, 
gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi. Jadi, 
sederhana pornografi itu merupakan penggambaran tentang hal-hal yang bersifat 
cabul yang dilakukan dengan perantaraan media massa atau media komunikasi. Hal 
inilah yang membedakan antara pornografi dan pornoaksi. Kalau pornoaksi langsung 
dilakukan oleh seseorang tanpa perantara media massa atau komunikasi, sementara 
pornografi mensyaratkan adanya mediator baik berupa visual atau audio visual. 
Dengan kata lain, pornografi adalah pornoaksi yang termuat dalam media (lewat 
perantaraan media). 
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pornografi 
Faktor seseorang mudah mengakses pornografi di media sosial adalahyang 
menyebabkan pornografi di media sosial semakin marak terjadi dan terus 
berkembang dari waktu ke waktu. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya 
pornografi bagi masyarakat, yakni: 
1. Minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak remaja. 
Pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek 
kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak 
hanya berlangsung dikelas, tetapi berlangsung pula diluar kelas. Namun pendidikan 
anak dijaman sekarang mulai rentang, karena kurangnya perhatian orang tua terhadap 
pendidikan anak itu sendiri. Dari sekian banyak orang tua hanya sedikit saja yang 
melibatkan diri dalam pendidikan anaknya. Karena kesibukan orang tua itu sendiri. 
Sehingga aktifitas yang dilakukan anak disekolah atau diluar sekolah kurang 
diketahui. Padahal orang tua adalah guru pertama kita dalam menaiki tangga 
kehidupan. 
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Dalam era modernisasi sekarang ini, peran penting orang tua sangat 
dibutuhkan. Berkenaan dengan perkembangan kecanggihan teknologi. Sesuatu yang 
tidak dapat dihindari bahwa teknologi berkembang dengan pesat sehingga 
penggunaannya banyak digunakan tidak semestinya. Teknologi yang paling sering 
digunakan para anak muda sekarang adalah akses konten pornografi melalui media 
sosial yang mudah ditemui, padahal pemerintah sudah mengeluarkan Undang-
Undang pornografi, tetapi masih saja mereka kerap mengakses konten yang berbau 
negatif yang jelas dapat merusak moral sang anak.  
Minimnya perhatian orang tua  menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 
pornografi dan pornoaksi. Bukan hanya perhatian dalam hal edukasi, tapi juga dalam 
hal etika.  
2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan semakin mudah di akses. 
Berkembang pesatnya teknologi yang semakin hari semakin berkembang 
tersebut, tentu saja punya dampak positif dan juga negatif, oleh karena itu pentig 
untuk di buat suatu sistem pengawasan dan bimbingan bagi mereka agar dampak 
negatifnya dapat di hindari dan dampak positif dari teknologi tersebut semakin di 
rasakan. Di antara dampak positif dari teknologi adalah : 
Anak dan remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan 
social yang sangat di butuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Mereka akan 
belajar bagaimana cara beradaptasi,bersosialisai dengan public dan mengelola 
jaringan pertemanan 
a. dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. 
b. Kemudahan memperoleh informasi, kemudahan untuk memperoleh 
informasi yang ada di internet banyak membantu manusia sehingga 
manusia tahu apa saja yang terjadi. Selain itu internet juga bisa digunakan 
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sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-
lain. 
c. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, Dengan 
kemudahan ini, membuat kita tidak perlu pergi menuju ke tempat 
penawaran atau penjualan karena dapat di lakukan lewat internet. 
Sementara itu dampak negatif dari teknologi yang semakin modern dan tanpa 
biaya yang mahal adalah memungkinkan penggunanya untuk dapat mengakses 
informasi dengan sangat cepat. Maka dengan bantuan media sosial yang dapat di 
akses lewat internet, video maupun gambar pornografi tersebut dapat tersebar luas 
dengan hitungan menit kesemua daerah di seluruh nusantara. Penetrasi penyebaran 
video maupun gambar tersebut semakin meluas dengan bantuan koneksi data yang 
juga semakin canggih, seperti bluetooth dan dari PC ke handphone atau sebaliknya. 
Dengan perkembangan handphone yang telah banyak di gunakan oleh anak-anak 
sekarang terutama para remaja, memudahkan mereka mengakses situs-situs porno, 
dan banyak dilakukan sampai ke kamar tanpa pengawasan orang tua. 
3. Keterbatasan pengetahuan tentang agama  
Pada dasarnya, agama adalah landasan seseorang dalam menjalani kehidupan 
ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan 
larangan. Dalam kehidupan, seseorang harus selalu berada pada jalur yang benar 
yakni jalur yang sudah diatur dalam kitab suci agama. Dengan dilandasi keimanan 
yang baik, diharapkan orang tersebut akan kuat menjalani arus tajam dalam 
kehidupan ini.
8
Pengetahuan tentang agama juga merupakan salah-satu penyebab 
terjadinya pornografi, baik berupa kekerasan seksual maupun pelecehan seksual.   
                                                             
8
Lihat file:///D:/mozilla/Hadhorotuna%20%20pornografi%20dan%20pornoaksi.htm . (1 April 
20016). 
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C. Awal Mula Munculnya pornografi 
Masalah tubuh perempuan sebagai objek porno, sebenarnya telah lama 
menjadi polemik dihampir semua masyarakat disebabkan karena adanya dua kutup 
dalam menilai tubuh manusia (terutama perempuan) sebagai objek seks.  
Pertama: kelompok yang memuja-muja tubuh sebagai objek seks serta 
merupakan sumber kebahagiaan, kesenangan, keintiman, status sosial, dan seni. 
Kelompok ini memuliakan seks sebagai karunia Tuhan kepada manusia. Seks juga 
dipandang sebagai sumber ketenangan batin, sumbert inspirasi bahkan sala satu 
tujuan akhir perjuangan manusia. 
Kedua: kelompok yang menuduh seks sebagai objek maupun subjek dari 
sumber malapetaka bagi kaum perempuan itu sendiri. Kelompok ini diwakili pula 
oleh dua aliran pemikiran yakni: 
a. Kelompok yang mewakili pemikiran fesimis radikal, yang menganggap jenis 
kelamin sebagai sumber persoalan seksisme (diskriminasi sosial berdasarkan 
jenis kelamin) dan ideologi patriarki. Pemikiran ini menuduh laki-laki secara 
biologis maupun politis menguasai tubuh perempuan, laki-laki memiliki “fisik 
yang lebih kuat” untuk memperlakukan perempuan sebagai objek seks 
mereka. Laki-laki juga secara politis telah menciptakan ideologi patriarki 
sebagai dasar penindasan yang merupakan sistem kirarki seksual di mana laki-
laki memiliki kekuasaan superior dan  privillege terhadap perempuaan. 
b. Kelompok lain yang menamakan diri mereka sebagai feminis marxis melihat 
bahwa ideologi kapitalis adalah sumber penguasaan seks terhadap perempuan. 
Jatuhnya status seks perempuan disebabkan karena perubahan dalam sistem 
kekayaan. Era private property, yaitu era hewan piaraan dan pertanian sebagai 
masa awal penciptaan suplus yang kemudian menjadi awal bagi perdagangan 
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dan produksi untuk perdagangan, maka mereka menguasai hubungan sosial 
dan politik, sedangkan perempuan direduksi sebagai bagian dari property, 
dengan demikian laki-laki memiliki kontrol terhadap seks atas perempuan 
sebagai bagian dari kekuasaan sosial laki-laki. 
Pemikiran-pemikiran di atas mendasari semua argumentasi dan polemik 
tentang seks sebagai objek porno di masyarakat baik sebagai alasan memuja-muja 
seks maupun alasan penguasaan objek seks. Walaupun kedua alasan itu hanya 
berbeda pada cara mereka mengeksploitasi seks, akan tetapi target eksploitasi tetap 
saja adalah seks sebagai objek. Dengan demikian dari masa ke masa, masyarakat 
terus berpolemik tentang seks di antara dua kutup itu. 
Pada tahun 2 sebelum masehi, pujangga Romawi Ovidius menerbitkan buku 
Seni Cinta,yang isinya adalah memuji-muji seks. Baru kemudian pada awal tahun 
Masehi seks sebagai suatu kebebasan dan kesenangan jasmani semata, dicela Santo 
Agustinus, seorang guru retorika. Pada umumnya perubahan sikap masyarakat 
menerimah seks secara terbuka, secara revolusioner baru pada abad ke 20-21 ini. 
Sebelum itu seks selalu dipandang oleh banyak masyarakat sebagai perilaku yang 
tertutup. 
Pada sisi lain dari kehidupan masyarakat kota, dijumpai beberapa wanita lebih 
senang dieksploitasi atau mengeksploitasi dirinya sebagai objek porno. Wanita lebih 
senang menojolkan bagian-bagian tubuhnya untuk menjerat lawan jenisnya. Bentuk 
tantangan seperti ini adalah sisi lain dari subjektivitas wanita dalam memperlakukan 
perilaku seksnya, serta bagaimana mereka menempatkan tingkah laku tersebut pada 
makna porno yang sesungguhnya.  
Melihat bahwa wacana porno itu selalu ditanggapi secara subjektif menurut 
konteks nilai yang berlaku di masyarakat dan dalam kurun waktu tertentu, maka 
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perdebatan-perdebatan tentang persoalan seks dan hal ihwal yang berhubungan 
dengannya, harus dimulai dari pandangan intrasubjektif maupun intersubjektif 
tentang makna sebenarnya dari porno yang diperdebatkan itu. 
Perdebatan harus menjawab persoalan-persoalan porno berdasarkan 
konsensus nilai dalam masyarakat Indonesia mengenai makna porno itu sendiri. 
Paling tidak harus dapat menjawab bahwa pertama pemaknaan porno di suatu 
masyarakat dapat menggeserkan konseptualisasi seks secara normatif, di mana seks 
sebagai sesuatu yang sakral menjadi seks yang dipahami sebagai komoditas. kedua 
eksploitasi seks dalam berbagai aspek porno akan mengundang syahwat bagi lawan 
jenis, sehingga perilaku porno tidak dapat dihindari.  
Kedua aspek tersebut dapat membawa masyarakat, dan karena itu kedua aspek 
dia atas dipandang bertentangan dengan konsensus nilai-nilai seksual masyarakat 
Indonesia. 
D. Klasifikasi Bentuk Pornografi menurut Undang-Undang Pornografi 
Secara garis besar membagi wacana porno ke dalam beberapa bentuk porno, 
yaitu pornografi, pornoteks, pornosuara dan pornoaksi.  
1. Pornografi dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008 
tentang pornografi adalah “pornografi adalah materi seksualitas yang 
dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak 
tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat 
membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan 
dan masyarakat”. 9 
                                                             
9
Lihat Republik Indonesia, UndangUndang No. 44 Tahun 2008. 
26 
  
2. Pornoteks adalah karya kecabulan yang mengangkat cerita berbagai versi 
hubungan seksual dalam bentuk narasi, konstruksi cerita, testimonial  atau 
pengalaman pribadi secara detail atau vulgar, termasuk pula cerita porno 
dalam buku-buku komik, sehingga pembaca merasa seakan-akan ia 
menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa 
hubungan-hubungan seks itu. Penggambaran yang detail secara narasi 
terhadap hubungan seks ini menyebabkan terciptanya theatre of the mind 
pembaca tentang arena seksual yang sedang berlangsung, sehingga fantasi 
seksual pembaca menjadi menggebu-gebu terhadap objek hubungan seks 
yang digambarkan itu.  
3. Pornosuara yaitu, suara atau tuturan, kata-kata dan kalimat-kalimat yang 
diucapkan seseorang, yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara 
halus atau vulgar melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang 
objek seksual atau aktivitas seksual. Pornosuara ini secara langsung atau 
tidak memberi penggambaran tentang objek seksual maupun aktivitas 
seksual kepada lawan bicara atau pendengar, sehingga berakibat kepada 
efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau menerima 
informasi seksual itu. 
4. Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan 
tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi 
rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan 
alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing 
bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pada awalnya pornoaksi 
adalah aksi-aksi subjek-subjek seksual yang dipertontonkan secara 
langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan 
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rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria 
seksual di masyarakat.  
Dalam kasus tertentu semua kategori ini dapat menjadi sajian dalam satu 
media, sehingga konsepnya menjadi pornomedia.
10
 
Pornografi menurut UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi. 
Menurut Dadang Hawari dalam bukunya yang berjudul “Konsep Agama 
Islam Menanggulangi HIV/AIDS” menyebutkan beberapa hal yang terkait dalam 
kategori pornografi antara lain : 
a. Pakaian merangsang, misalnya pakaian mini yang menampakkan tubuh 
bagian atas (dada dan payudara) dan tubuh bagian bawah (paha dan 
bokong), pakaian yang tipis menembus pandangan (transparan), atau 
pakaian yang ketat melekat pada lekuk-lekuk tubuh sehingga 
membangkitkan nafsu birahi bagi yang memandangnya. 
b. Perbuatan atau sikap merangsang misalnya pose “menantang” disertai 
ekspose bagian-bagian tubuh yang sensual (payudara, paha, dan bokong), 
begitu pula sorotan mata dan ekspresi bibir. Termasuk dalam kategori ini 
gerak-gerik atau tarian erotis. 
c. Perbuatan seksual, termasuk perbuatan yang mendekatkan ke arah 
perbuatan perzinaan. Misalnya gambar baik di media cetak atau elektronik 
(majalah, tabloid, VCD) yang menampilkan adegan-adegan perbuatan 
hubungan seksual. 
Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan bahwa Pornografi adalah gambar, 
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
                                                             
10
Lihat H.M Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus 
Teknologi Komunikasi di Masyarakat. h. 338-343. 
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percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 
Melihat dari pengertian tersebut, maka Pornografi mengandung beberapa 
bentuk  yaitu, sebagai berikut: 
a) Gambar 
b) Sketsa 
c) Ilustrasi 
d) Foto 
e) Tulisan 
f) Suara 
g) Bunyi 
h) Gambar bergerak 
i) Animasi 
j) Kartun 
k) Percakapan 
l) Gerak tubuh, atau 
m) Bentuk pesan lainnya 
Bentuk-bentuk tersebut harus dapat dideteksi oleh panca indera manusia, yaitu 
dapat dilihat, didengar dan dirasa. Sehingga menjadi suatu stimulus, baik yang 
menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam jangka 
waktu tertentu,
11
yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 
                                                             
11
Lihat Republik Indonesia, UndangUndang No. 44 Tahun 2008. 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG 
PORNOGRAFI DAN MEDIA SOSIAL 
A. Pengertian Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi 
1. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam terdiri atas dua kata yakni hukum dan Islam. Hukum seperti 
dikemukakan oleh para ahlinya selalu tidak dapat didefinisikan secara tuntas. Oleh 
karena itu, kesepakatan yang diperoleh para ahli hukum ialah bahwa tidak mungkin 
mendefinisikan hukum yang demikian banyak aspeknya dengan kata-kata hingga 
tuntas. Namun, guna memberikan gambaran secara garis besar dan untuk lebih 
memudahkan pemahaman terhadap konsepsi selanjutnya, dikutip pendapat Abdul 
Rauf mengenai hukum, Menurutnya hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri 
atas ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan 
atau hak. 
Kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata (salima, yaslimu, 
salamatun), yang berarti selama, sentosa, tunduk, patuh dan damai.  
Menurut Idris Ramulyo Islam adalah agama penutup dari semua agama-
agama yang diturunkan berdasarkan wahyu ilahi (Alquran) kepada Nabi Muhammad 
saw. Melalui malaikat jibril. Agama itu untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia 
sebagai way of life (pedoman hidup) lahir batin dari dunia sampai akhirat sebagai 
agama yang sempurna. Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum 
Islam adalah istilah khas bangsa Indonesia yang terdiri atas dua kata, yakni kata 
hukum dan kata Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 
Selanjutnya oleh para ahli hukum Barat, hukum Islam diistilahkan dengan 
Islamic Law. Dalam Alquran dan sunnah, istilah hukum Islam tidak dijumpai, sedang 
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yang digunakan adalah kata syari‟ah dan selanjutnya dalam penjabarannya lahirlah 
istilah fiqhi.
1
 
Jadi, dalam agama Islam, hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber 
dari ajaran-ajaran Islam yang biasa disepadangkan dengan istilah “syariat” dan 
“fiqih” .2 
2. Pengertian Undang-Undang Pornografi 
Sebelum membahas mengenai apa pengertian dari Undang-Undang 
pornografi, terlebih dahulu mengetahui pengertian Undang-Undang dan pornografi. 
Undang-Undang adalah, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh 
pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan 
Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala Negara 
(presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.
3
 
Sedangkan pornografi dalam Undang-Undang no 44 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 
adalah: 
“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk 
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai 
bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat 
membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dan 
masyarakat”. 
                                                             
1
Lihat Fatimah, Studi Kritis Terhadap Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat 
Dalam Sistem Hukum Nasional  (Cet, 1; Alauddin University Press: 2011), h. 17-20. 
2
Lihat Asni, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan 
Perempuan Dalam Hukum Keluarga, h. 38. 
3
Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet,III; 
Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1245. 
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Pornografi juga dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, 
tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum 
atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. 
Jadi, Undang-Undang Pornografi adalah ketentuan atau  seperangkat aturan 
yang mengatur tentang pelarangan, dan pembatasan perbuatan penyebarluasan bentuk 
gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai 
bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat 
membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam 
masyarakat. Undang-Undang pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, 
penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian 
hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. 
Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah : 
a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama. 
b. Memberikan ketentuan yang jelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang 
harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta memerlukan jenis sanksi bagi 
yang melanggarnya. 
c. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi 
muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.
4
 
B. Tujuan Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi 
1. Tujuan Hukum Islam 
Secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia 
dan di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau 
                                                             
4
Lihat Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (Cet.III; 
Jakarta: Kencana, 2009), h. 346. 
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menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan 
kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani 
maupun jasmani. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia saja tetapi 
juga untuk kehidupan di akhirat.
5
 
Abu Ishaq al-Shatibi, merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni : 
a. Memelihara agama 
b. Memelihara jiwa 
c. Memelihara akal 
d. Memelihara keturunan, dan 
e. Memelihara harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuan ilmu hukum 
lainnya.
6
 
Mohammad Muslehuddin menambahkannya dengan tujuan hukum Islam 
yang keenam, yaitu untuk memelihara kehormatan diri. Pemeliharaan diri dari hal-hal 
yang pornografis dan perbuatan pornoaksi berarti merupakan pemeliharaan tubuh, 
yang meliputi pemeliharaan jiwa, akal dan rohani yang menyatu dan terwujud dalam 
tubuh manusia setiap manusia yang sekaligus berarti memelihara agama, keturunan, 
harta, serta kehormatan diri.
7
 
Tujuan hukum Islam tersebut di atas dapat dilihat dari dua segi yakni, dari 
segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan dari segi manusia yang 
menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam. Kalau dilihat dari segi pembuat 
hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah : 
                                                             
5
Lihat Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet,1; Alauddin University Press, 
2012), h. 92. 
6
Lihat Muhammad  Daud  Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum 
Indonesia, Ed, 6 (Cet,19; PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2013), h. 61. 
7
Lihat Neng Djubaedah,  Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam. h. 4-5. 
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Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, 
sekunder dan tertier yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut 
dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kebutuhan primer (daruriyat) adalah 
kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh 
hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan 
sekunder (hajiyat)  adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan 
primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat 
menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (tahsiniyat) adalah 
kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang 
perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat 
misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. 
Kedua, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya 
sehari-hari. 
Ketiga, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia 
wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan 
mempelajari usul al-fiqh  yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam 
sebagai metodologinya. 
Di samping itu, dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan 
hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. 
Caranya adalah, seperti yang telah disinggung di atas, dengan mengambil yang 
bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain, 
tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya 
keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan diakhirat.
8
 
                                                             
8
Lihat Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, h. 93-94. 
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Hubungan pornografi dan pornoaksi dengan tujuan hukum Islam sebagai 
berikut : 
Tubuh manusia, menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah yang 
berkaitan dengan seluruh  tujuan hukum Islam yang harus dijaga dan dilindungi. 
Menurut al-Syatibi tujuan hukum Islam ialah memelihara agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. 
Kaitan kepemilikan tubuh dengan pornografi dan pornoaksi dapat ditinjau dari 
tujuan hukum Islam, yaitu: 
a. Hubungannya dengan memelihara agama 
Kaitan tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, akal 
dan qalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama 
terakhir dan agama yang diridhai Allah. Sebagaimana QS. al-Maidah/5:3. 
                             
                                 
                       
                        
                             
Terjemanya : 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 
yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 
dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 
dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut 
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah kusempurnakan 
untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah 
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Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena 
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah maha pengampun 
lagi maha penyayang.
9
 
Ayat di atas menjelaskan tentang akidah, syari‟ah dan akhlak, menuntun, 
membimbing , mengarahkan dan mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun 
diakhirat. Agama Islam yang di dalamnya terdapat hukum Islam, baik dalam 
pengertian syari‟ah maupun fiqh mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablun 
manillah) juga mengatur manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia 
lainnya dalam masyarakat, serta manusia dengan alam sekitarnya (hablun minannas). 
b. Hubungan dengan Memelihara jiwa 
Kewajiban memlihara jiwa ditentukan Allah melalui larangan-larangan 
melakukan pembunuhan, dan segala perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
kematian.
10
 Allah berfirman dalam QS. al-Maidah/5:32. 
                             
                            
                        
    
 
 
Terjemahnya: 
Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, 
Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang 
                                                             
9
Lihat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 107. 
10
Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, (Cet,1; Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 58-59. 
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kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan 
yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh 
melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.
11
 
Sebagaimana juga dijelaskan dalam QS. al-Baqarah: 178-179, an-Nisa: 92-93, 
al-An‟am: 151, dan al-Isra; 33 termasuk membunuh diri sendiri (QS. al-Kahfi: 6). 
Dalam melakukan pornografi dan pornoaksi juga selalu disertai dengan jiwa, 
apakah jiwa telah dirasuki oleh nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan inti tujuan 
hukum Islam, maka tubuh pun melangkah tanpa jiwa yang didasarkan akidah, 
syari‟ah dan akhlak, sehinnga pembunuhan akibat oleh adanya pornografi dan 
pornoaksi seringkali terjadi.  
c. Hubungannya dengan Memelihara Akal 
Akal wajib dipelihara, karena akal merupakan amanah dan salah satu unsur 
yang mambedakan manusia sebagai makhluk yang bemartabat, dengan makhluk 
lainnya.
12
 Sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5:9-91. 
                           
                   
                                    
                
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan 
                                                             
11
Lihat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Cet, 1; Bandung: 2012), h. 164. 
12
Lihat Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 59-60. 
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berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; 
Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
13
 
 
Larangan terhadap meminum khamar berkaitan dengan perbuatan pornografi 
karena sama-sama merusak akal sehat manusia. Akal sehat manusia tidak akan 
pernah menerima perlakuan yang merendahkan martabat manusia demi kesenangan 
dan pemenuhan materi duniawi semata. Allah adalah maha pemberi kehormatan 
kepada manusia yang dikehendakinya. Pornografi maupun pornoaksi bukan 
merupakan perbuatan yang dapat memberikan kehormatan ataupun nikmat yang 
diridhoi Allah. 
d. Hubungannya dengan memelihara keturunan 
Kaitan pornografi dan pornoaksi dengan tujuan memelihara keturunan sangat 
jelas, khususnya bagi kaum perempuan, pornografi dan pornoaksi yang sering 
mengakibatkan anak yang lahir akan dapat mendapat  malu, karena menurut Undang-
Undang perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan 
ibunya dan keluarga ibunya saja.
14
 Pornografi di media sosial merupakan masalah 
sosial, budaya, moral dan Agama, Allah telah mengharamkan zina dan 
mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke sana agar bisa 
memelihara keturunan, Sebagaimana dalam QS. al-Israa‟/17:32.  
                        
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
15
 
 
 
                                                             
13
Lihat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 176-177. 
14
Lihat Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 60. 
15
Lihat Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 285. 
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e. Hubungan dengan memelihara harta 
Dalam hukum Islam, seluruh harta adalah hak mutlak Allah yang 
diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan ke jalan yang diridhoi Allah dan 
cara memperolehnya pun wajib melalui cara yang diridhoi pula. Harta yang diperoleh 
melalui pornografi dan pornoaksi adalah haram, karena pornografi dan pornoaksi 
merupakan perbuatan haram yang mendorong pelakunya maupun orang lain untuk 
melakukan perbuatan haram, yaitu zina dan tindak pidana lain yang terkait. 
16
 
2. Tujuan Undang-Undang Pornografi 
Tujuan Undang-Undang Pornografi dalam  UU No. 44 Tahun 2008  tentang 
pornografi pasal 3 adalah sebagai berikut : 
a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, 
berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha 
Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; 
b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat 
istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk; 
c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak 
masyarakat; 
d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari 
pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan 
e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di 
masyarakat.
17
 
 
 
                                                             
16
Lihat Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, h. 60-61. 
17
Lihat Republik Indonesia, UndangUndang No. 44 Tahun 2008. 
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C. Pengertian Media Sosial  
Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page 
pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan 
berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. 
Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media 
sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk 
berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi 
komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. 
Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun 
ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa 
dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile 
phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan 
terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi, tidak hanya di negara-negara 
maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak 
menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. 
Pengertian media sosial terus berubah seiring dengan terus berkembangnya 
media sosial tersebut.  Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian media sosial. 
1. Lisa Buyer, media sosial sebagai bentuk hubungan masyarakat yang 
paling transparan, menarik dan interaktif saat ini. 
2. Chris Garrett, media sosial adalah alat, jasa dan komunikasi yang 
memfalisilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan 
memiliki kepentingan atau kepentingan yang sama. 
3. Sam Decker, media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat 
oleh dan antara satu sama lain. 
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4. Antony Mayfield, media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang 
biasa yang yang berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk 
menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa 
menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah 
komunitas. 
5. Wikipedia, media sosial adalah alat berbasis komputer yang 
memungkinkan orang untuk membuat, berbagi, atau bertukar informasi, 
ide, dan gambar/video dalam komunitas dan jaringan virtual. 
Sedangkan menurut peneliti sendiri yang dimaksud dengan media sosial 
adalah suatu wadah atau tempat dimana orang dapat berkomunikasi sesama user 
(pengguna) secara tidak langsung dan dibutuhkan koneksi internet untuk dapat 
melakukan komunikasi. Di sini user atau pengguna dapat berbagi informasi berupa, 
kejadian, berbagi foto, dan dapat juga untuk menambah wawasan serta bisa juga 
sebagai ajang untuk mencari atau menambah teman. 
Dari beberapa pengertian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa media 
sosial haruslah memiliki unsur interaksi antar manusia, baik itu antara individu 
dengan individu, atau pun individu dengan organisasi/perusahaan. Pengertian media 
sosial ini bisa berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita memandangnya. 
Adapun jenis-jenis media sosial adalah sebagai berikut : 
a) Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 
keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. 
b) Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper. 
c) Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media 
lainnya. 
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d) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.18 
D. Sejarah Media Sosial  
Internet merupakan salah satu aspek penting dalam berhubungan dalam 
aplikasi media sosial, internet telah merangkul dunia yang memegang peran manusia 
dalam kehidupan manusia. Internetpun juga bisa di katakan menjadi rekan manusia 
untuk berkomunikasi dalam media sosial, melalui internet manusia dapat berbagi 
informasi, melakukan kegiatan bisnis serta dapat menjalin hubungan sosial antar 
sesama manusia dengan menggunakan media sosial. Tergantung kebutuhan manusia 
terhadap media sosial telah banyak membuat perusahaan perusahaan teknologi dan 
informasi membuat aplikasi aplikasi sosial media seperti facebook, twitter, myspace 
dan friendster, serta masih banyak lagi aplikasi sosial media yang ada di era 
perkembangan modern ini. 
Pesatnya perkembangan teknologi sekarang membuat banyak aplikasi aplikasi 
media sosial baru yang bermunculan di dunia maya. Kini dengan mengandalkan 
smartphone yang berhubungan dengan internet, kita sudah bisa mengakses beberapa 
situs media sosial seperti, facebook, twitter, line, we chat, kakao talk dan itu semua 
bisa kita akses dimana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan koneksi 
internet dan itu membuat arus informasi semakin besar dan pesat.  
Perkembangan media sosial yang pesat ini tidak hanya terjadi pada negara 
negara maju saja, di negara berkembang seperti tanah air kita ini Indonesia, banyak 
user atau pengguna media sosial dan perkembangan yang pesat ini bisa menjadi 
pengganti peran media massa konvensiaonal dalam menyebarkan berita atau 
informasi. Selain itu, Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia dalam penggunaan 
                                                             
18
Lihat http://www.gurupendidikan.com/21-ciri-pengertian-media sosial-menurut-para-ahli-
dampak-positif-negatifnya/. (30 Maret 2016). 
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akun twitter.  Selain untuk membagi informasi, media sosial maupun internet juga 
dapat dijadikan sebagai sutau kegiatan bisnis, seperti membuka toko online. 
Facebook dan Twitter menurut saya merupakan media sosial yang banyak digunakan 
sebagai toko online, mereka membuat akun baru dan memberi nama akun mereka 
menjadi kategori barang dagangan mereka yang akan mereka dagangkan membuat 
komunitas bisa juga dilakukan melalui media sosial, komunitas-komunitas seperti 
fans boyband, girlband, fans, pecinta olahraga, sepak bola, fans sebuah grup band dan 
masih banyak komunitas-komunitas yang bisa kita buat. 
a. Perkembangan Media Sosial 
Awal mula terbentuknya media sosial terjadi pada tahu 1978 dari penemuan 
sistem papan buletin, yang dapat memungkinkan kita untuk mengunggah, atau 
mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan mengunakan surat elektronik 
yang koneksi internetnya masih terhubung dengan saluran telepon dengan modem. 
Sistem papan buletin ini ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suess yang 
keduanya adalah sesama pecinta dunia komputer. Perkembangan media sosial 
pertama kali dilakukan melalui pengiriman surat elektronik pertama oleh peneliti 
ARPA ( Advanced Research Project Agency) pada tahun 1971. 
Tahun 1995 Kelahiran dari situs GeoCities, situs ini melayani Web Hosting 
yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar halaman website 
tersebut bisa di akses dari mana saja, dan kemunculan Geo Cities ini menjadi tonggak 
dari berdirinya website -website lain. 
Kemudian tahun 1997 Muncul situs jejaring sosial pertama yaitu 
Sixdegree.com, walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs Classmates.com 
yang juga merupakan situs jejaring sosial namun, Sixdegree.com di anggap lebih 
menawarkan sebuah situs jejaring sosial di banding Classma 1999, muncul situs 
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untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan penggunanya 
untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari Blogger ini 
bisa memuat hal tentang apapun termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi 
pemerintah, sehingga bisa di katakan blogger ini menjadi tonggak berkembangnya 
sebuah media sosial. 
Pada tahun 2002 berdirinya Friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu 
menjadi booming, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal. 
Kemudian tahun 2003 berdirinya LinkedIn, tak hanya berguna untuk 
bersosial, LinkedIn juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari 
sebuah media sosial makin berkembang. 
  Selanjutnya pada tahun yang sama, berdirinya MySpace, MySpace 
menawarkan kemudahan dalam menggunakannya, sehingga myspace di katakan situs 
jejaring sosial yang user friendly. 
    Tahun 2004 lahirnya Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal hingga 
sampai saat ini merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota 
terbanyak. 
    Kemudian 2006 lahirnya Twitter, situs jejaring sosial yang berbeda dengan 
yang lainnya, karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang 
bernama Tweet ini yang hanya di batasi 140 karakter. 
    Selanjutnya pada 2007 lahirnya Wiser, situs jejaring sosial pertama sekali 
diluncurkan bertepatan dengan peringatan hari bumi (22 April) 2007). Situs ini 
diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan seluruh dunia 
termasuk pergerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun kelompok. 
    Akhirnya tahun 2011 lahirnya Google+, google meluncurkan situs jejaring 
sosialnya yang bernama google+, namun pada awal peluncuran. google+ hanya 
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sebatas pada orang yang telah di invite oleh google. Setelah itu google+ di luncurkan 
secara umum. 
Mungkin tidak banyak yang mengetahui, bahwa sebelum eranya Facebook 
atau MySpace, bahkan Friendster, ada sebuah jejaring sosial bernama Friends 
Reunited. Dari infografik dan Marketing Directo.com. Berikut  tercantum cukup 
lengkap perkembangan media sosial dan internet sejak tahun 1978 hingga 2012. 
Terdapat beberapa hal menarik sebelum muncul atau lahirnya Facebook, seperti 
kelahiran Friends Reunited, jejaring sosial pertama pada tahun 1998 hingga tahun 
2003. Ketika Facebook lahir, jejaring sosial Friends Reunited ini memiliki 15 juta 
pengguna hingga pada tahun 2008.  
Pada saat Facebook muncul pertama kali, media sosial ini memiliki pengguna 
mencapai 400 juta pengguna. Lalu pada tahun 2008 juga,  Friends Reunited dijual 
dan akhirnya menghilang sampai sekarang. Pada tahun 1995, internet baru memiliki 
satu juta situs. Sementara, tiga tahun berikutnya, industri dotcom sudah sulit 
diprediksi. Data terakhir hanya menunjukkan pengguna internet dunia, yang 
diperkirakan mencapai 1,97 miliar atau hampir 30 persen dari total populasi di dunia. 
Dari info grafik ini juga menunjukkan bagaimana bisnis di media sosial cukup kejam, 
bagaimana MySpace yang menggeser Friendster, tapi lalu akhirnya harus menyerah 
oleh Facebook. Google+ mungkin belum tampak cukup besar untuk menggeser 
Facebook, tapi kalau melihat kurun waktu yang dibutuhkan, Facebook butuh 4 tahun 
untuk berjaya, dan MySpace butuh 5 tahun. Kemungkinan apapun bisa terjadi. 
Google+ yang baru lahir tahun 2011.
19
 
 
                                                             
19
Lihat http://sugikshare.blogspot.co.id/2013/10/sejarah-sosial-media-dan-perkembangan.html 
(30 Maret 2016). 
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E. Media Sebagai Industri Bentuk-Bentuk Pornografi 
Pada tahun 2006, jika dihebohkan oleh rencana penerbitan majalah playboy. 
Pro-kontra bermunculan di media massa, juga aksi demostrasi yang meminta agar 
majalah yang terbit pertama kali di Amerika Serikat pada Desember 1953 itu ditolak 
masuk indonesia. Namun, Playboy versi Indonesia akhirnya terbit perdana tanggal 7 
April 2006 ditengah kontroversi. Mereka yang mendukung lebih mengatasnamakan 
semangat kebebasan pers. Apalagi sebelumnya telah ada majalah yang juga 
mengandung materi dewasa di Indonesia. Sementara barisan penentang majalah ini, 
terdiri dari agamawan, budayawan, politisi, akademisi, dan aktivis perempuan dan 
anak, berdasarkan pada pentingnya menjaga nilai budaya dan moralitas bangsa dari 
pengaruh buruk media.  
Jauh sebelum kemunculan majalah Playboy, Indonesia pernah dihebohkan 
oleh fenomena jurnalisme “lherrr” (pers “porno”) yang dimotori oleh tabloid Monitor 
mencapai 600.000 eksemplar. Ramai-ramai kalangan pers ikut dalam “bandwagon” 
keberhasilan tabloid tersebut dengan menerbitkan media dengan konsep sejenis. 
Inilah masalah ekonomi komunikasi yang tumbuh bersama industri media massa. 
Merebaknya massenpresse (Pers komersil) sering tak mudah dipisahkan dengan 
majalah dan tabloid hiburan dan sejenisnya, yang menawarkan selera rendah kepada 
pembaca melalui montase gambar-gambar perempuan seronok. Tabloid ini akhirnya 
ditutup setelah dalam salah satu edisinya dianggap menghina Islam. 
Kenyataan tersebut membuktikan, media justru menjadi bagian dan 
merupakan penopang utama industri yang mengeksploitasi tubuh dan sensualitas 
perempuan. Akrab dengan istilah erotis, sensual, pornografi, dan sejenisnya karena 
massifnya penyebaran praktek-praktek yang terkait dengan hal itu di media, baik 
media cetak, media penyiaran, apalagi melalui media online seperti media sosial. 
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Tulisan, gambar, foto, maupun video yang mengandung muatan pornografi kini 
begitu mudah menyebar, tanpa harus dicari bisa diperoleh karena mereka yang rajin 
berinternet akan dikirimi melalui akun dijejaring sosial maupun media sosial. 
Kemajuan teknologi komunikasi informasi, terutama melalui jaringan 
internet, menjadikan Indonesia bagian dari industri pornografi global, dari yang 
semula konsumen menjadi produsen. Menurut Sony Set (2009), jumlah remaja 
Indonesia pengakses internet dengan materi pornografi masuk dalam peringkat 10 
besar dunia. Pada tahun 2007, buku berjudul “500+ Gelombang Video Porno 
Indonesia” mencatat adanya jumlah 500 lebih video porno yang dibuat dengan 
menggunakan gadget perekam video dan handphone yang sebagian besar dilakukan 
oleh remaja usia sekolah dan mahasiswa. Yang menyedihkan, hampir setiap hari, 
diprediksi dua video porno lokal baru dibuat dan disebarluaskan lewat internet. 
Dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, jelas disebutkan bahwa 
media menjadi bagian dari (industri) jasa pornografi. Jasa pornografi adalah segala 
jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi 
melalui pertunjukan langsung, telivisi kabel, televisi teresterial, radio, televon, 
internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang 
cetakan lainnya. 
Defenisi pornografi, menurut UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang “Pornografi 
adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, 
kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk 
media komuniaksi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. 
Penjelasan UU Pornografi menyebutkan, pengaturan pornografi meliputi : 
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1. Pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 
pornografi. 
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi. 
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, termasuk 
peran serta masyarakat dalam pencegahan. 
UU Pornografi menaruh perhatian besar terhadap anak-anak dalam kaitan 
dengan pornografi, dengan memberikan perlindungan berupa : 
1. Setiap berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan 
mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. 
2. Pemerintah, lembaga sosial/pendidikan/agama, keluarga dan masyarakat 
berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan 
sosial, kesehatan fisik dan mental bagi anak korban atau pelaku pornografi. 
Sehubungan dengan perlindungan anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak tidak menggunakan istilah pornografi tapi, “eksploitasi secara 
ekonomi dan/atau seksual”. Dalam UU ini, anak-anak yang terekploitasi secara 
ekonomi secara ekonomi dan/atau seksual dikelompokan sebagai anak-anak yang 
membutuhkan perlindungan khusus. Penggunaan istilah pornografi yang berkaitan 
dengan perlindungan anak bisa ditemukan dalam UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
pengesahan konvensi ILO nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
Regulasi lain yang mengatur tentang pornografi yakni UU Nomor 11 tahun 
2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU itu antara lain menyatakan 
bahwa dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya 
muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama 
baik, pemerasan dan pengancaman. 
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Selanjutnya menurut kamus Webster, “Pornografi adalah tulisan atau gambar 
yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihatnya”. 
Menurut HB. Jassin, sebagaimana dikutip majalah Pantau  (Nomor 21 Januari 2002), 
“pornografi menciptakan fantasi pembaca atau penonton ke daerah-daerah seputar 
kelamin: fantasi itu kemudian membakar birahi. Makin lama seseorang terekspos 
pada materi porno, besar kemungkinan makin intens rangsangan seksual yang 
ditimbulkannya. 
Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual 
dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi, baik bagi 
lawan jenis maupun sesama jenis. Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan 
amanah Allah SWT bagi pemilik tubuh bersangkutan yang wajib dipelihara dan 
dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu 
sendiri maupun masyarakat, demi keselamatan hidup dan kehidupannya, baik dunia 
maupun akhirat kelak. Tubuh sebagai amanah Allah yang wajib dipelihara, antara 
lain, disebutkan dalam QS. An-Nur 24/30 :
20
 
                         
          
Terjemahnya:  
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 
adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang mereka perbuat".
21
 
                                                             
20
Lihat Arifuddin Tike, Etika  pers dan Perundang-Undangan Media Massa, (Cet.I; 
Makassar: Alauddin University Press, 2006), h. 112-117. 
21
Lihat Kementrian Agama, Al-qur’an Al-Karim dan Terjemahnya Ke Dalam Bahasa 
Indonesia, h. 548. 
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  Ayat di atas merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang 
beriman agar mereka menahan pandangannya dari perkara-perkara yang haram 
dilihat. Janganlah melihat kecuali kepada hal-hal yang dibolehkan untuk dilihat, dan 
hendaklah mereka menahan pandangannya dari perkara-perkara yang haram untuk 
dilihat. Jika tanpa  sengaja pandangan tertuju pada perkara-perkara yang haram 
dilihat, maka hendaklah memalingkan pandangannya.
22
 
Dengan perkembangan teknologi seperti skarang ini, dan dengan kemudahan 
mengakses serta tanpa biaya yang mahal, berbagai macam bentukpun sudah banyak 
kita dapatkan di berbagai media.  pornografi seakan menjadi masalah besar bagi 
masyarakat pada saat sekarang. Apalagi dampaknyapun sudah banyak meresahkan 
masyarakat. 
Pandangan mata dapat menyebabkan rusaknya hati, seperti yang disebutkan 
oleh sebagian Salaf “pandangan mata merupakan panah beracun yang mengincar 
hati”. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan 
sebagaimana Allah memerintahkan untuk menjaga pandangan yang merupakan 
pendorong ke arah itu. 
Menahan pandangan terhadap sesuatu yang diharamkan merupakan salah satu 
cara antisipasi dari menghindarkan diri dari perbuatan dosa, termasuk menonton  
tayangan pornografi di media sosial, sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut di 
atas. 
 
                                                             
22Lihat Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir 
Min Ibni Katsiir, terj. M. „Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, (Cet. I; Kairo: Pustaka Imam  Asy-
Syafi‟i, 2009), h. 421. 
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BAB IV 
STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 
PORNOGRAFI TERHADAP TAYANGAN PORNOGRAFI DI MEDIA 
SOSIAL 
A. Dampak Tayangan Pornografi di Media Sosial menurut Hukum Islam dan 
Undang-Undang Pornografi. 
Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah 
satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan 
perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara 
kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan 
yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. 
Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di 
mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks 
menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.
1
 
Dampak pornografi tidak hanya melanda anak-anak, kerena banyak orang 
dewasa yang juga ketagihan pornografi di media sosial, karena dengan mudah dan 
tanpa malu, seseorang dapat mengakses dan melihat gambar-gambar porno bahkan 
melalui telepon genggam. Awalnya, mungkin seseorang tidak berniat untuk melihat 
pornografi dan akan memanfaatkan media sosial  untuk tujuan yang baik. Tetapi situs 
porno ini dapat muncul secara tiba-tiba pada saat seseorang  mengakses informasi 
yang berhubungan dengan tugas sekolah atau pekerjaan. 
                                                             
1
Lihat Hamzah Hasan, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, (Cet,1; 
Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 32. 
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Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan mudah di akses, peran 
orang tua dalam mengontrol anak-anaknya terutama dalam hal pendidikan, serta 
keterbatasan pengetahuan tntang agama, termasuk faktor terjadinya penngaruh 
dampak pornografi bagi masyarakat. 
Tidak heran jika kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja dan anak 
dibawah umur semakin marak terjadi belakangan ini. Berbagai dampak buruk dari 
kegiatan menonton tayangan pornografi  bagi anak dibawah umur adalah rusaknya 
mental dan moral yang berimbas pada kejahatan-kejahatan seksual. 
Jika dilihat dari segi psikologis pornografi dapat berakibat pada melemahnya 
fungsi pengendalian diri, terutama terhadap naluri agresivitas fisik maupun seksual. 
Pornografi di media sosial dapat memicu  dan merupakan provokator tindakan-
tindakan agresivitas seksual sebagai akibat lepasnya kontrol diri. Oleh karena itu, 
tayangan pornografi di media sosial yang mudah di akses dan terus-menerus di akses 
dan ditonton oleh seseorang akan berdampak pada maraknya perzinahan, 
pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan dan berbagai dampak buruk lainnya.
2
 
Larangan untuk mencegah dari dampak pornografi adalah sebagaimana dalam 
QS. an-Nur/24:30 dan 31 : 
                        
          
                           
                         
                                                             
2
Lihat http://www.lampuislam.org/2015/02/efek-berbahaya-pornografi.html (15 April 20016) 
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                          
                        
                       
                             
            
Terjemahan : 
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih 
suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka 
perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 
Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan 
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 
Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami 
mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 
mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 
Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki 
yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya 
agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu 
sekalian kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
3
 
Ayat di atas memerintahkan untuk menahan pandangan dan kemaluan. 
Kaitannya dengan masalah tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa 
yang berbau mesum atau membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-
tayangan porno, dan lain-lain). Agar dapat memelihara kemaluan dalam artian 
menahan nafsu birahi supaya terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya 
tegas meskipun hal-hal yang dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, 
                                                             
3
Lihat Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Cet,1; Bandung: 2012), h. 351. 
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akan tetapi sebagai umat Islam diwajibkan untuk mematuhinya demi kemaslahatan 
bersama. 
Dampak pornografi juga berhubungan dengan tujuan hukum Islam yakni 
hubungan dengan memelihara jiwa yang ditentukan Allah melalui larangan-larangan 
melakukan pembunuhan, dan segala perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya 
kematian. Hidup yang bertentangan dengan inti tujuan hukum Islam, maka tubuh pun 
melangkah tanpa jiwa yang didasari akidah, syari’ah dan akhlak, sehingga 
pembunuhan dampak oleh adanya pornografi dan pornoaksi seringkali terjadi. 
Dampak pornografi juga berhubungan dengan tujuan hukum Islam 
memelihara keturunan sangat jelas, khususnya bagi perempuan  yang menjadi korban 
perkosaan yang mengakibatkan anak yang lahir akan menjadi malu karena menurut 
Undang-Undang perkawinan, karena anak tersebut hanya akan mempunyai hubungan 
keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. 
Pornografi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku 
generasi muda anak-anak dan perempuan. Banyak yang telah menjadi korban, baik 
sebagai korban murni maupun sebagai pelaku sebagai korban. Karena itu, pornografi  
dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, 
Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah 
melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya. 
Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari 
Tahun 1917, tentu pada masa itu pun sebab ditentukannya pidana bagi pelaku 
pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan 
pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-pasal 
yang menentukan larangan pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya 
dimasukkan ke dalam Bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pornografi dan 
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pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan amoral lainnya atau tindak pidana 
lainnya, misalnya perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-
lain. 
Pengesahan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, merupakan 
kepanjangan tangan Hukum Islam. Artinya apa yang dilarang dalam Pasal 4 sampai 
12 UU Pornografi adalah hal yang baik untuk mencegah semakin maraknya 
pornografi di masyarakat. Kedua, larangan pornografi dalam Pasal 4-12 dapat 
dikatakan tindak pidana, karena melihat dampaknya dapat merusak harta benda, 
agama, nyawa, keturunan dan sebagainya.  
Adapun sanksinya menurut kepastian hukum Islam, seperti apa yang telah 
ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12 bahwa hukuman 
bagi pelaku tindak pidananya dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan 
hak Ulil Amri,  dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah 
ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. 
Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan 
hukum Islam di-qiyas-kan dengan kajahatan berbagai macam tindak pidana, bisa 
dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan 
pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. 
Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan 
berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum 
dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri 
dan masyarakat harus mematuhinya.
4
  
                                                             
4
Lihat http://ronny-hukum.blogspot.co.id/2014/06/aturan-hukum-ttg-pornografi.html(14 April 
2016). 
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Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dalam bagian ini, karena berdasarkan asas-
asas dan tujuan-tujuan inilah yang seharusnya terjabar dalam Pasal-pasal Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan tindak pidana pornografi dan 
hukumannya serta peraturan-peraturan lainnya, seperti peran pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahan produk 
pornografi, dan lain-lain. 
Adapun Tindak Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 
Bab II mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, dan Pasal 10, menyebutkan 
yaitu: 
Pasal 4 yaitu : 
1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
meyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara 
eksplisit memuat: 
a) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang 
b) Kekerasan seksual 
c) Masturbasi atau onani 
d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan 
e) Alat kelamin; atau 
f) Pornografi anak 
2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 
a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 
ketelanjangan. 
b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin 
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c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 
d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung 
layanan seksual. 
Pasal 10 yaitu; 
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam 
pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, 
eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. 
B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Pornografi terhadap Tayangan 
Pornografi di Media Sosial 
1. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tayangan Pornografi di Media 
Sosial 
Perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan, kaitannya dengan masalah 
tindak pidana pornografi adalah dilarang melihat apa-apa yang berbau mesum atau 
membangkitkan birahi (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan porno, dan lain-
lain). Agar dapat memelihara kemaluan dalam artian menahan nafsu birahi supaya 
terhindar dari perbuatan zina. Hukum Islam sifatnya tegas meskipun hal-hal yang 
dilarang tersebut dianggap kuno dan ketinggalan zaman, akan tetapi sebagai umat 
Islam diwajibkan untuk mematuhinya demi kemaslahatan bersama. Sebagaimana 
dalam QS. an-Nur/24:30-31. 
                        
          
                           
                         
                          
                        
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                       
                             
         
Terjemahnya : 
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandanganya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih 
suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka 
perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan 
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami 
mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki 
mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 
Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki 
yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya 
agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu 
sekalian kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung .5  
Adapun dalam Surah QS. al-Isra’/17:32. 
                         
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
6
 
Apabila dikaitkan dengan tindak pidana pornografi yaitu misalkan seseorang 
menyebarkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, dan hal-hal lainnya yang dapat 
menimbulkan nafsu birahi bagi siapa saja yang melihatnya itu sama saja dengan telah 
mendekati zina seperti apa yang telah dijelaskan ayat tersebut di atas. 
                                                             
5
Lihat Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya,  h. 351. 
6
Lihat Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Termahnya, h. 285 
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Oleh karena itu dalam Islam memberikan hukuman yang berat kepada pelaku 
zina. Sebagaimana dalam QS. an-Nur/24:2. 
                                
                               
 
Terjemahnya : 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman 
mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
7
 
Berdasarkan kutipan ayat di atas dipahami bahwa pornografi adalah  berkaitan 
dengan persoalan seks. Karena itu pembicaraan mengenai pornografi, maka tidak 
luput dari pembahasan tentang seks itu sendiri. Menurut Islam, seks itu merupakan 
suatu yang sakral dan harus disalurkan secara benar dan bermoral. Penyalagunaan 
seks di luar nilai sakralitasnya, merupakan pelanggaran yang tercela menurut agama. 
Istilah yang paling populer digunakan dalam Al-Qur’an menyangkut penyalagunaan 
atau penyimpangan seks dari norma agama adalah zina. 
Menurut Ensiklopedi Hukum Islam zina adalah hubungan seksual antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam 
perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut. 
Menurut fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual 
yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu 
seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau 
                                                             
7
Lihat Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Termahnya, h. 350. 
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ikatan perkawinan syubhat, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seprti 
ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut’ah.8 
Seperti difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang 
Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra’ ayat 32 
kita dilarang mendekati zina, an-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, 
memelihara kehormatan, dan batas aurat al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang aurat 
kaum perempuan mukminah, dan al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling tolong 
menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong 
menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan 
pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.
9
 
2. Ancaman Pidana Tayangan Pornografi di Media Sosial Menurut 
Undang-Undang Pornografi 
Sementara tinjauan tayangan pornografi  di media sosial dalam Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 
Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 44 Tahun 2008, Pornografi adalah gambar, 
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media 
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 
Asas-asas dan tujuan di undangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2008 tentang Pornografi perlu dimuatkan dalam bagian ini, karena berdasarkan asas-
asas dan tujuan-tujuan inilah yang seharusnya terjabar dalam Pasal-pasal Undang-
                                                             
8
Lihat Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
Ditinjau dari Hukum Islam. Ed.1  (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2010), h. 119. 
9
Lihat Neng Djubaedah,  Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam , (Cet.III; 
Jakarta: Kencana, 2009), h. 139. 
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Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang menentukan tindak pidana pornografi dan 
hukumannya serta peraturan-peraturan lainnya, seperti peran pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, peran masyarakat, perlindungan anak. Pemusnahan produk 
pornografi, dan lain-lain. 
Adapun Tindak Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab II 
mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, dan Pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, 
pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12, pasal 13, pasal 14 menyebutkan yaitu: 
Pasal 4  
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara 
eksplisit memuat : 
a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang 
b. Kekerasan seksual 
c. Masturbasi atau onani 
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 
e. Alat kelamin; atau 
f. Pornografi anak. 
(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang : 
a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan  
ketelanjangan.  
b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 
c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau 
d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung 
layanan seksual. 
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Pasal 5 
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. 
Pasal 6 
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1, 
kecuali yang diberikan kewenangan oleh perundang-undangan. 
Pasal 7 
Setiap orang dilarang mendanai atau menfasilitasi perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4. 
Pasal 8 
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi 
objek atau model yang mengandung muatan pornografi. 
Pasal 9 
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang 
mengandung muatan pornografi. 
Pasal 10 
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam 
mempertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, 
eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. 
Pasal 11 
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagaai 
objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 
atau pasal 10. 
Pasal 12 
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Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, 
menyalagunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau 
jasa pornografi. 
Pasal 13 
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 wajib mendasarkan pada peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 harus dilakukan ditempat dan dengan cara khusus. 
Pasal 14 
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, 
penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan 
pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan pasal 13 diataur 
dengan peraturan pemerintah. 
Sedangkan masalah perlindungan anak terdapat dalam bab III pasal 15, pasal 
16. 
Pasal 15 
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan 
mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. 
Pasal 16 
(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, keluarga, dan/atau masyarakat 
berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, 
kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku 
pornografi. 
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(2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, 
kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan 
peraturan pemerintah. 
Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 
Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, 
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan 
Pasal 41, yaitu: 
Pasal 29  
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, 
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 
memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 
(enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
Pasal 30  
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
Pasal 31  
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
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Pasal 32  
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 
memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 6, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
Pasal 33  
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh 
miliar lima ratus juta rupiah). 
Pasal 34  
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek 
atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).18 
Pasal 35  
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang 
mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 
tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
Pasal 36  
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan 
atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 
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persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Pasal 37  
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, 
Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. 
Pasal 38  
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, 
menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau 
jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Pasal 39  
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah 
kejahatan. 
Pasal 40  
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu 
korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi 
dan/atau pengurusnya. 
(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orng-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun 
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berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik 
sendiri maupun bersama-sama. 
(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut 
diwakili oleh pengurus. 
(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat 
diwakili oleh orang lain. 
(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi 
menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus 
korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 
(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk 
menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada 
pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 
(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana 
penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap 
korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana 
denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.20 
Pasal 41  
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), 
korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: 
a. Pembekuan izin usaha; 
b. Pencabutan izin usaha; 
c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan 
d. Pencabutan status badan hukum.
10
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Lihat Republik Indonesia, UndangUndang No. 44 Tahun 2008. 
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Dapat disimpulkan bahwa, hukuman tindak pidana pornografi dalam Islam 
dengan hukuman tindak pidana pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang 
pornografi yaitu sangat berkaitan erat, bahwa sanksi pornografi dalam Islam itu 
belum jelas kepastian hukuman bagi tindak pidana pornografi, karena dalam Al-
Qur’an tidak dijelaskan secara langsung hukuman bagi pelaku tindak pidana 
pornografi, hanya saja dijelaskan larangan untuk mendekati zina, jadi dalam Islam 
menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana pornografi itu bisa dihukum 
dengan hukuman zina, ta’zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya diambil 
melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti hukuman 
pelaku tindak pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi dan diserahkan kepada Ulil Amri (pemrintah) tersebut. 
Dengan hukuman zina, ta’zir, qisas dan sebagainya. Bahkan hukumnya 
diambil melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum yang sudah ada seperti 
hukuman pelaku tindak pornografi yang diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi dan diserah kepada Ulil Amri (pemrintah) tersebut. Pasal 29 Undang-
Undang-Undang Pornografi No. 44 Tahun 2008, termasuk dalam delik formil bukan 
delik materiil. Oleh karena itu, tanpa akibat apapun orang lain, namun juga produk 
pornografi itu telah tersebar luas di masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat 
dikenakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi, yaitu: 
1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan 
2. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau 
3. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah), dan  
4. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
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Unsur “menyebarluaskan” adalah kata kerja yang mengandung “niat” dari 
pelaku agar pornografi tersebar luas di masyarakat. Upaya dalam mewujudkan niat 
pelaku untuk merealisasikan atau mewujudkan niatnya adalah tidak selalu harus 
disertai dengan adanya upaya yang mengandung unsur “kesengajaan”. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab 
terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 
Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang 
dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi 
dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau 
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 
Melihat dari definisi tersebut, maka Pornografi mengandung beberapa 
bentuk  yakni: berbentuk Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 
bunyi, gambar bergrak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh dan 
bentuk-bentuk lainnya yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, 
bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu, yang melanggar 
norma kesusilaan dalam masyarakat. 
2. Tayangan pornografi di media sosial yang mudah diakses dan terus-
menerus diakses dan ditonton oleh seseorang akan berdampak pada 
maraknya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan dan 
berbagai dampak buruk lainnya. 
3. Dalam tinjauan hukum Islam pornografi secara tegas dilarang dan 
merupakan perbuatan yang haram, hal ini dapat dilihat pada QS. al-
Nur/24:30-31 yang menekankan dua pokok yaitu penehanan pandangan 
dan menjaga organ seksual. Demikian pula QS. al-Isra’/17:32 tentang 
larangan mendekati zina, serta hukuman bagi pelaku zina QS. an-
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Nur/24:2. Dalam Islam pornografi dikaitkan dengan perbuatan zina, dan 
memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina. Karena kejahatan 
pornografi tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam 
hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil 
hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. 
Seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang 
dalam Pasal 4-12. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum Islam 
terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan 
masyarakat harus mematuhinya. Pornografi itu telah tersebar luas di 
masyarakat, maka jika terbukti, pelakunya dapat dikenakan berdasarkan 
pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu: 
a. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan, dan 
b. Paling lama 12 (dua belas) tahun, dan/atau 
c. Pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 
juta rupiah), dan  
d. Paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
B. Implikasi Penelitian 
  Harapan peneliti agar skripsi ini minimal sebagai bahan kecil dari upaya 
untuk mengetahui hukum pornografi di Indonesia baik menurut hukum Islam 
maupun UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. 
  Untuk mencegah semakin maraknya tayangan  pornografi di media sosial , 
pemerintah harus jeli terhadap tindak pidana pornografi, karena perbuatan tersebut 
mengacu pada norma-norma kesusilaan. Untuk itu, pemerintah dan MUI harus 
tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku 
tindak pidana pornografi.  
  Kepada seluruh masyarakat harus membantu pemerintah untuk mencegah 
berbagai macam tindak pidana pornografi, karena pornografi sangat meresahkan 
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masyarakat. di samping itu, pengawasaan orang tua kepada anaknya perlu 
ditingkatkan, terutama dalam hal pendidikan keagamaan. 
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